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ABSTRAK 

 Pembatalan perkawinan adalah salah satu bentuk putusnya sebuah perkawinan. sesuai 

dengan pasal 22 UU Nomor 1 Tahun 1974 Pembatalan Perkawinan dapat terjadi akibat 

kurang terpenuhinya rukun dan syarat dalam melangsungkan perkawinan. Pengadilan Agama 

Sleman telah memutus dan mengabulkan perkara Nomor: 548/Pdt.G/2016/PA.Smn tentang 

pembatalan nikah karena suami melakukan pemalsuan identitas yang mengakibatkan 

terjadinya poligami tanpa izin  sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) Kompilasi Hukum 

Islam dan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam mengenai pembatalan perkawian karena 

poligami tanpa izin dari pengadilan. Selanjutnya Tegugat I yang perkawinannya dibatalkan 

tersebut tidak terima dengan putusun Pengadilan Agama Sleman Nomor: 

548/Pdt.G/2016/Pa.Smn dan mengajukan upaya banding di Pengadilan Tinggi Agama dengan 

perkara Nomor: 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk yang putusunya membatalakankan putusan 

Pengadilan Agama Sleman Nomor:528/Pdt.G/2016/PA.Smn dan mengabulkan permhonan 

Pembanding (Tergugat I) karena alasan gugatan Penggugat yang menyatakan ketika Tergugat 

I menikah dengan almarhum ayah Penggugat sedang terikat perkaiwnan yang sah dengan 

isteri Sebelumnya tidak terbukti. Dalam melakukan penelitian ini penulis membuat pokok 

masalah sebagai berikut. 1) Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan 

Nomor: 548/Pdt.G/2016/PA.Smn serta perkara Nomor: 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk tentang 

pembatalan perkawinan. 2) Bagaimana analalisis normatif-yurudis terhadap putusan Majelis 

Hakim tingkat banding dalam perkara Nomor: 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk yang membatalkan 

putusan Majelis hakim tingkat pertama perkara Nomor:548/Pdt.G/2016/PA.Smn tentang 

pembatalan perkawinan. 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research), 

penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Sumber data primer yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah putusan hakim Pengadilan Agama Sleman Nomor: 

548/Pdt.G/2016/PA.Smn dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 

58/Pdt.G/2016/PTA.Yk serta wawancara sebagai data sekunder. Dalam menganalisa putusan 

tersebut penyusun menggunakan metode analisis data kualitatif dan menggunakan cara 

berfikir deduktif-induktif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif 

dan pendekatan yuridis.   

 Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Mejelis Hakim tingkat pertama dalam 

putusan perkara Nomor: 548/Pdt.G/2016/PA.Smn yang mengabulkan gugatan Penggugat 

tentang pembatalan perkawinan karena telah terbukti melakukan poligami tanpa izin dari 

pengadilan dan melangggar Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam mengenai pembatalan 

perkawian karena poligami tanpa izin dari pengadilan, tanpa mempertimbangkan perkawinan 

yang dilakukan suami dengan isteri sebelumnya.. Sedangan Majelis Hakim tingkat banding 

dalam putusan perkara Nomor: 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk secara keseluruhan menilai berbeda 

pendapat dengan putusan tingkat pertama karena alasan gugatan Penggugat yang menyatakan 

bahwa ketika almarhum ayah Penggugat menikah dengan tergugat I sedang terikat 

perkawinan yang sah dengan isteri ketiga (F) tidak terbukti karena faktanya perkawinan 

almarhun ayah penggugat dengan isteri ketiganya juga secara materiil tidak sah dan 

melanggar ketentuan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam mengenai pembatalan 

perkawian karena poligami tanpa izin dari pengadilan.  

Kata kunci: Pembatalan perkawinan, izin poligami. 
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MOTO 

 

Bekerja keras adalah kunci utama dari sebuah keberhasilan, tekun, 

ulet, sabar, ikhtiar, berdoa akan menghantarkan kita kepada 

kesuksesan 

----------- 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987  

Tertanggal 22 Januari 1988. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 
Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 bâ’ B Be ب

 tâ’ T Te ت

 śâ’ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

̣ hậ’ H ح hạ (dengan titik di bawah)  

 khâ’ Kh ka dan ha خ

 Dâl D De د

 Żâl Ż żet (dengan titik di atas) ذ

 râ’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش



ix 
 

̣ Sậd S ص es (dengan titik di bawah) 

̣ Dậd D ض de (dengan titik di bawah) 

 ţâ’ Ţ te (dengan titik di bawah) ط

̣ zậ’ Z ظ zet (dengan titik dibawah) 

 ain ‘ koma terbalik (di atas)‘ ع

 Gain G ge dan ha غ

 fâ’ F Ef ف

 Qâf Q Qi ق

 Kâf K Ka ك

 Lâm L El ل

 Mîm M Em م

 Nûn N En ن

 Wâwû W We و

 hâ’ H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 yâ’ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :  

لنزّ  Ditulis Nazzala 
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 Ditulis Bihinna بهنّ

 

C. Ta’ Marbutah diakhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis Hikmah حكمة

 Ditulis ‘illah علة

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal 

lain). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka 

ditulis dengan h. 

ءكرامةالأوليا  Ditulis Karâmah al-auliyâ’ 

 

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis 

t atau h.  

 Ditulis Zakâh al-fiţri زكاةالفطر

 

D. Vokal Pendek 

 ـَ

 فعل

fathah 

 

Ditulis 

ditulis 

A 

fa’ala 
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 ـِ

 ذكر

kasrah 

 

Ditulis 

ditulis 

I 

Żukira 

 ـُ

 يذهب

dammah Ditulis 

ditulis 

U 

Yażhabu 

 

E. Vokal Panjang 

1 

Fathah + alif  

 فلا

Ditulis 

ditulis 

Â 

Falâ 

2 

Fathah + ya’ mati 

 تنسى

Ditulis 

ditulis 

Â 

Tansâ 

3 

 

Kasrah + ya’ mati 

 تفصيل

Ditulis 

ditulis 

Î 

Tafshîl 

4 

Dlammah + wawu mati 

 أصول

Ditulis 

ditulis 

Û 

Usụ̂l 

 

F. Vokal Rangkap 

1 

Fathah +  ya’ mati 

 الزهيلي

Ditulis 

ditulis 

Ai 

az-zuhailî 

2 

Fatha + wawu mati 

 الدولة

Ditulis 

ditulis 

Au 

ad-daulah 
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G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 Ditulis A’antum أأنتم

 Ditulis U’iddat أعدت

 Ditulis La’in syakartum لئنشكرتم

 

H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”   

 Ditulis Al-Qur’ân القرأن

 Ditulis Al-Qiyâs القياس

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 ’Ditulis As-Samâ السماء

 Ditulis Asy-Syams الشمش

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisnya 

̣ Ditulis Żawî al-furûd ذويالفروض

 Ditulis Ahl as-sunnah أهلالسنة
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KATA PENGANTAR 

 بسم الله الرحمن الرحيم

من يهده  ،ونعو ذ با لله من شرور أنفسنا ومن سينات أعما لنا، ان الحمد لله نحمده ونستعينه و نستغفره

وأشهد أن  ،شريك لهلا إله إلا الله وحده لا شريك  أشهد أن  ،الله فلا مضلل له ومن يضلل فلا هادي له

أما بعد. ،محمدآ عبده ورسو له  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan sunatullah yang secara umum berlaku bagi 

manusia baik itu laki-laki maupun perempuan. Adapun menurut syara’ 

perkawinan adalah akad serah terima antara pria dan wanita dengan tujuan 

untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah 

bahtera rumah tangga yang sakînah (tenang) serta masyarakat yang 

sejahtera.
1
 Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa 

perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mîśâqan ghalîdha n untuk 

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
2
 Hal 

tersebut sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: 

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan  

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”.
3 

 
Ditinjau dari segi hukum, perkawinan adalah ikatan yang suci dan 

luhur antara pria dan wanita yang menjadi sahnya status sebagai suami 

istri dan dihalalkannya hubungan seksual untuk menghasilkan keturunan 

                                                           
1
 M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap, cet. 

ke-4, edisi Ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8. 

2
 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam  di Indonesia, (Jakarta: Akademia 

Pressindo, 1992), hlm. 114. 

3
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1. 
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dengan tujuan tercapainya keluarga sakînah, penuh kasih sayang, dan 

saling menghormati. Sebagaimana Firman Allah SWT: 

ويٍ ءايره اٌ خهق نكى يٍ أَفسكى أصوجا نرسكُىا انيها وجعم تيُكى يىدج  

4وسحًح اٌ فى ر نك لأيد نقىو يرفكشوٌ  

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwasannya manusia yang terdiri dari 

seorang pria dan wanita itu diciptakan untuk saling berpasangan menjadi 

suami isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakînah  

(tenang), mawaddah (cinta), rahmah (kasih sayang) dan hal tersebut 

merupakan salah satu kebesaran Allah. 

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang suami 

hanya boleh mempunyai seorang isteri, begitu juga sebaliknya seorang isteri 

hanya boleh mempunyai seorang suami (asas monogami). Namun terdapat 

pengecualian dalam kasus poligami, dibolehkannya hal tersebut oleh 

Undang-Undang Perkawiann dengan syarat dan ketentuan yang ketat. Dan 

dalam Peraturan di Indonesia jika seseorang yang akan melakukan poligami 

harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, dengan cara mengajukan 

permohonan ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.
5
 Jika tidak 

melakukan izin ke Pengadilan Agama, maka tidak mempunyai kekuatan 

hukum.
6 

                                                           
4
 Ar-Rûm (30) : 21. 

5
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat (1). 

6
 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 56 ayat (3). 
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Suatu perkawinan dapat putus atau berakhir karena beberapa hal, yaitu 

karena talak yang dijatuhkan suami terhadap isterinya, atau perceraian atau 

sebab-sebab lain salah satunya karena fasakh atau pembatalan perkawinan 

yang dijatuhkan oleh pengadilan. Mengenai terjadinya pembatalan 

perkawinan (fasakh) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), berfungsi 

untuk menyempurnakan ketentuan perkawinan dan untuk mengantisipasi 

dari kemungkinan-kemungkinan yang timbul di kemudian harinya. 

Sebagaimana dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan disebutkan bahwasanya sebuah perkawianan dapat dibatalkan 

apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk melangsungkan 

perkawinan.
7
Pembatalan perkawinan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan 

dalam daerah hukum dimana tempat perkawinan tersebut dilangsungkan, 

atau di tempat tinggal suami-isteri. Adapun mengenai alasan-alasan 

pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 24, 26, dan 27 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : 

1. Perkawinannya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah 

pihak dan atas dasar masih adanya ikatan perkawinan.  

2. Perkawinan dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat 

Perkawinan yang tidak berwenang. 

3. Wali nikah yang tidak sah. 

4. Perkawinan yang dilangsungkan tidak dihadiri oleh dua orang 

saksi.  

5. Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman perbuatan 

yang melanggar hukum.  

6. Ketika perkawinan berlangsung, terjadi salah sangka mengenai 

diri suami atau isteri.Perkawinannya masih terikat dengan salah 

                                                           
 

7
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22. 
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satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya ikatan 

perkawinan.
 8

 

Selain itu diatur juga mengenai pihak-pihak yang memiliki hak 

untuk mengajukan pembatalan tersebut. Sebagaimana dalam Pasal 23 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:
 9

 

a. Para Keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah 

dari suami atau isteri 

b. Suami atau isteri 

c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum 

diputuskan 

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang 

ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara 

langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah 

perkawinan itu putus. 

Suatu pembatalan perkawian pasti akan berakibat terhadap putusnya 

ikatan perkawinan serta perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut 

menjadi tidak sah. Maka perkawinan tersebut menjadi putus dan bagi para 

pihak yang dibatalkan perkawinannya akan kembali pada status semula 

karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Pembatalan 

perkawinan bagi umat Islam dapat diajukan ke Pengadialan Agama 

sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang 

memeriksa, memutus dan  menyelesaikan perkara perdata sebagaimana 

ketentuan Pasal 24A UUD 1945 jo. Sedangkan dalam Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menyebutkan:
 10

 

                                                           
8
 Pasal 24, 26 dan 27. 

9
 Pasal 23.  

10
 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 2 
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“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi 

rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara 

tertentu sebagaiman dimaksud dalam Undang-Undang ini.” 

Di Pengadilan Agama Sleman, terdapat kasus  tentang pembatalan 

perkawinan pemalsuan identitas, yang terdapat dalam Putusan Nomor 

548/Pdt.G/2016/PA.Smn.,
11

 dimana seorang seorang pria melakukan 

perkawinan dengan seorang wanita dengan cara memalsukan identitasnya, 

berkaitan dengan  alamat, tanggal lahir  dan status perkawinan dengan  

mengaku masih jejaka. Dalam perkara ini Penggugat adalah anak kandung 

dari suami Tergugat I dari perkawinannya dengan mantan isteri R, pada 12 

Maret 1969 dan sudah cerai hidup sesuai dengan putusan Pengadilan 

Tinggi Agama Jakarta No.01/1988/PTA.Jk tanggal 20 Februari 1988. 

Gugatan pembatalan perkawinan ini diajukan Penggugat untuk 

membatalkan perkawinan almarhum ayah Penggugat dengan Tergugat I 

dikarenakan pemalsuan identitas dan disahkan oleh Kepala Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda (Tergugat 

II).Dalam gugatan, almarhum ayah Penggugat juga melangsungkan 

perkawinan dengan Tergugat I tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan 

Agama untuk menikah dengan Tergugat I. Berkenaan dengan hal tersebut, 

Tergugat II yang merupakan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sungai 

Kunjang, Kota Samarinda yang mengeluarkan akta nikah almarhum ayah 

Penggugat dengan Tergugat I memberikan jawaban bahwa ketika 

almarhum ayah Penggugat menikah dengan Tergugat I  mengaku berstatus 

                                                           
11

Direktori Putusan Mahkamah Agung Repbuplik Indonesia, 

http://putusan.mahkamahagung.go.id diakses tanggal 20 Januari 2018. 

http://putusan.mahkamahagung.go.id/
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sebagai jejaka yang nyatanya sudah menikah sehinggat telah terjadi 

pemalsuan identitas. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Tergugat II 

sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) menyatakan tidak keberatan 

perkawinan sesuai kutipan Akta Nikah 068/03/II/2001 tersebut dibatalkan 

demi hukum karena perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan 

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 9 jo. 

Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena tidak adanya Putusan 

Pengadilan Agama tentang pemberian izin poligami.  

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tingat 

pertama menyatakan bahwa Penggugat adalah anak kandung dari 

almarhum suami tergugat I dan termasuk orang yang dapat mengajukan 

pembatalan perkawinan dalam perkara ini, sebagaimana sesuai dengan 

Pasal 73 huruf a KHI, bahwa keluarga dari garis lurus ke atas dan ke 

bawah dari suami atau isteri. Pada perkara tersebut Majelis Hakim pada 

tingkat pertama mengabulkan gugatan Penggugat tentang Pembatalan 

Perkawinan antara almarhum ayah Penggugat dengan Tergugat I karena 

telah terbukti bahwa ketika ayah almarhum Penggugat menikah dengan 

Tergugat I masih terikat perkawinan dengan isteri ketiganya (F). Sehingga 

almarhum ayah Penggugat terbukti berpoligami sedangkan, dalam 

ketentuan perundang-undangan seorang suami yang hendak beristeri lebih 

dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan sebagaimana 

dalam Pasal 56 ayat (1) KHI.  
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Sehingga Hakim pengadilan tingkat pertama mengabulkan 

pembatalan Perkawinan antara almarhum ayah Penggugat dengan 

Tergugat I karena Ayah Penggugat terbukti melakukan poligami tanpa izin 

pengadilan sehingga perkawanin tersebut dapat dibatalkan demi hukum.  

Hal ini, menyebabkan Tergugat I merasa keberatan dengan putusan 

Pengadilan Agama Sleman, sehingga mengajukan banding ke Pengadilan 

Tinggi Agama Yogyakarta. Setelah hakim tingkat banding membaca dan 

mempelajari berkas perkara yang bersangkutan, serta surat-surat yang 

berkaitan dengan perkara tersebut. Melalui putusan perkara Nomor: 

58/Pdt.G/2016/PTA.Yk, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta 

menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan 

Pengadilan Agama Sleman dalam perkara tersebut dan menjatuhkan 

putusan sendiri dengan pertimbangan, bahwa ketika almarhum ayah 

Penggugat menikah dengan F, almarhum ayah Penggugat masih terikat 

perkawinan yang sah dengan ibu Penggugat atau R tidak terbukti. Karena 

perkawinan almarhum ayah Penggugat dengan F tidak sesuai dengan 

syarat materiil sebuah perkawinan yang sah.  

Berdasarkan dari pemaparan di atas terjadi perbedaan pendapat 

antara majelis hakim tingkat pertama yang mengabulkan  gugatan 

Penggugat dengan Majelis Hakim tingkat banding yang menolak gugatan 

Penggugat/Pembanding terkait alasan gugatan penggugat mengajukan 

pembatalan perkawinan almarhum ayah Penggugat dengan Tergugat I 

sedang dalam perkawinan yang sah dengan F dianggap terbukti atau 
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tidaknya melakukan sebuah poligami tanpa izin. Hal ini yang membuat 

penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah, 

skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP 

PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN 

NOMOR: 548/PDT.G/2016/PA.SMN OLEH PENGADILAN TINGGI 

AGAMA YGYAKARTA NOMOR: 58/PDT.G/2016/PTA.YK 

TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan 

perkara Nomor:548/Pdt.G/2016/PA.Smn dan perkara Nomor: 

58/Pdt.G/2016/ PTA.Yk tentang pembatalan perkawinan ?  

2. Bagaimana analisis normatif-yuridis terhadap pertimbangan hukum 

putusan majelis hakim tingkat banding dalam perkara Nomor: 

58/Pdt.G/2016/PTA.Yk yang membatalkan putusan majelis hakim 

tingkat pertama perkara Nomor:548/Pdt.G/2016/PA.Smn tentang 

pembatalan perkawinan ? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Tujuan Penelitian : 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam 

putusan perkara Nomor: 548/Pdt.G/2016/PA.Smn dan perkara 
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Nomor: 58/Pdt. G/2016/ PTA.Yk tentang pembatalan 

perkawinan. 

2. Untuk mengetahui analisis normatis-yuridis terhadap 

pertimbangan hukum putusan majelis hakim tingkat banding 

dalam perkara Nomor:58/Pdt.G/2016/PTA.Yk yang 

membatalkan putusan majelis hakim tingkat pertama perkara 

Nomor: 548/Pdt.G/2016/PA.Smn tentang pembatalan 

perkawinan. 

Kegunaan Penelitian :  

1. Secara akademis diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

kontribusi ilmu pengetahuan dan kajian keislaman khususnya 

mengenai pembatalan perkawinan di Peradilan Agama.  

2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

masukan dan evaluasi bagi hakim peradilan agama khususnya 

hakim pengadilan agama dalam mengabil putusan tentang 

pembatalan perkawinan.  

D. Telaah Pustaka 

Kajian pustaka digunakan untuk menentukan posisi peneliti dalam 

sebuah penelitian yang dikaji, guna mengetahui segi perbedaan dengan 

penelitian-penelitian terdahulu.  Dalam penelitian ini terdapat beberapa karya 

tulis ilmiah mulai dari skripsi, tesis, disertasi, artikel, jurnal dan uku yang 

penulis anggap relevan untuk dijadikan sebagai  rujukan bahan penelitian 

diantaranya: 
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Skripsi yang ditulis oleh Royfa Tri Pamungkas tahun 2016 dari Fakultas 

Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “Analisis Yuridis-

Normatif Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta 

Nomor: 0054/Pdt.G/2015/PA.Yk oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta 

Nomor: 43/Pdt.G/2015/PTA.Yk tentang Cerai Gugat”.
12

 Penelitian ini 

merupakan library research atau kepustakaan yang menyimpulkan bahwa 

mejelis hakim tingkat pertama dalam putusan perkara Nomor: 

0054/Pdt.G/2015/PA.Yk menggunakan pertimbangan tiga dasar hukum berupa 

Undang-Undang. Sedangan majelis hakim tingkat banding dalam putusan 

perkara Nomor:43/Pdt.G/2015/PTA.Yk menggunakan pertimbangan delapan 

belas dasar hukum baik dari Undang-Undang, Yurisprudensi, SEMA, dan juga 

pendapat ulama. Selanjutnya pertimbangan hukum putusan majelis hakim 

tingkat banding yang membatalkan putusan majelis hakim tingkat pertama 

secara yuridis sudah sesuai dengan hukum formil dan materil Peradilan Agama 

yang berlaku. Kemudian secara normatif juga sudah sesuai dengan hukum 

materil yang berlaku, karena dalam pertimbangan hukumnya 

mempertimbangkan aspek maḍ arrah dan maṣ laḥ ah terhadap kedua belah 

pikak berserta anaknya. Sedangkan penelitian penyusun obyek putusannya 

membahas tentang kasus pembatalan perkawinan karena alasan pemalsuan 

identitas. 

                                                           
12

 Royfa Tri Pamungkas, “Analisis Yuridis-Normatif Terhadap Pembatalan Putusan 

Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0054/Pdt.G/2015/PA.Yk oleh Pengadilan Tinggi 

Agama Yogyakarta Nomor: 43/Pdt.G/2015/PTA.Yk tentang Cerai Gugat”, Skripsi, Fakultas 

Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. 
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Skripsi yang ditulis oleh Saifan Dzulqarnain tahun 2015 Dari Fakultas 

Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “Tinjauan Hukum 

Islam dan Hukum Positif terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan 

Identitas dalam Perkawinan Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama 

Cimahi Nomor:995/Pdt.G/2012/PA.Cmi.
13

 Karya ini membahas pertimbangan 

hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut, dan 

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkara tersebut. Dalam perkara ini 

dibahas bahwasanya di Pengadilan agama Cimahi seorang istri mengajukan 

pembatalan perkawinan terhadap suaminya yang menikah lagi dengan wanita 

lain tanpa persetujuan istri pertama dan juga pengadilan, juga ada kebohongan 

yang dilakukan suami terhadap istri kedua tersebut yang mengaku sebagai 

jejaka belum perna menikah. Pada akhirnya setelah dipenuhi syarat-syarat 

pengajuan pembatalan perkawinan, pengadilan mengabulkan permohonan istri 

pertama melalui putusan verstek, yang diterbitkan pengadilan dengan putusan 

Nomor:995/Pdt.G/2012/PA.Cmi Sedangkan penelitian penyusun obyek 

sengketanya Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 

58/Pdt.G/2016/PTA.Yk yang berbeda pendapat dengan Hakim tingkat pertama 

di Pengadilan Agama Sleman dengan perkara Nomor:548/Pdt.G/2016/Pa.Smn 

dalam sengketa gugatan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.  

Skripsi Risma Ulvi Azizah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena pemalsuan Identitas (Studi Putusan 

                                                           
13

 Saifan Dzulqarnain, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pembatalan 

Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan Poligami” (Studi Putusan 

Pengadilan Agama Cimahi Nomor 995/Pdt.G/2012/PA.Cmi), Skripsi, Fakultas Syari’ah dan 

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.   



12 
 

Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor:280/Pdt.G/2014/PA.YK.
14

 Skripsi ini 

meneliti tentang pertimbangan hakim dalam perkara tersebut ditinjau dengan 

perspektif Hukum Islam mengenai pembatalan perkawinan. Singkat deskripsi 

kasus pembatalan perkawinan yang diajukan Pemohon dengan alasan 

pemalsuan identitas dan terbukti bahwa Termohon memalsukan identitas 

dirinya yang berstatus kawin, sehingga perkawinannya dibatalkan karena salah 

satu syarat dari perkawinan tidak terpenuhi yaitu izin poligami. Titik 

perbedaan penelitian penyusun dengan penelitian ini terletak pada obyek 

sengketanya, yakni Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta 

Nomor: 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk dengan kualifikasi perbedaan pendapat di 

majelis hakim tingat pertama yakni Pengadilan Agama Sleman dengan perkara 

Nomor:548/Pdt.G/2016/Pa.Smn dalam sengketa gugatan pembatalan 

perkawinan karena pemalsuan identitas.  

Tesis yang ditulis oleh Trias Yudana tahun 2016 dari Fakultas Syari’ah 

dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “Pembatalan Perkawinan 

Poligami Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor:960/Pdt.G/2016/Pa.Btl Di 

Pengadilan Agama Bantul).
15

 Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka 

(library research), yang bersifat deskriptif analitik, dengan pendekatan 

normatif yuridis. penelitian ini mengunakan Teori System Hukum milik 

                                                           
14

 Risma Ulvi Azizah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan 

Karena pemalsuan identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta 

Nomor.280/Pdt.G/2014/PA.YK), Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2015. 

15
 Trias Yudana, “Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin” (Studi Putusan Nomor. 

960/Pdt.G/2016/Pa.Btl. Di Pengadilan Agama Bantul), Tesis, Pasca Sarjana Fakultas Syari’ah 

dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.  
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Lawrence M. Friedmenn dan teori al-Maslahah al-Mursalah untuk mencari 

nilai kemaslahatan dalam pembatatalan perkawinan terkait putusan tersebut. 

Objek pembahasan dalam karya ini mengenai pertimbangan hukum yang 

digunakan hakim dalam memutus perkara Nomor:960/Pdt.G/2016/PA.Btl. 

Deskripsi kasus, pembatalan perkawinan pada kasus ini terjadi  akibat suami 

melakukan poligami tanpa izin dari istri pertama dan juga Pengadilan Agama. 

Sedangkan penelitian penulis obyek sengketanya pertimbangan majelis hakim 

tingkat banding yang membatalkan putusan majelis tingkat pertama tentang 

kasus  pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas. 

Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan di atas terdapat perbedaan 

yang cukup signifikan dengan yang penulis teliti. Perbedaannya terletak pada 

Objek kajiannya, yakni terkait putusan Pengadilan Tinggi Agama 

Nomor:58/Pdt.G/2016/PTA.Yk yang membatalkan putusan Pengadilan Agama 

Sleman Nomor:548/Pdt.G/2016/PA.Smn tentang pembatalan perkawinan 

karena pemalsuan identitas. Sedangkan fokus kajiannya hendak meninjau 

landasan pertimbangan majelis hakim pada tingkat pertama dan banding dalam 

memutuskan suatu perkara pembatalan perkawinan dalam perkara 

Nomor:548/Pdt.G/2016/PA.Smn dan perkara Nomor: 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk 

tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas melalui pendekatan 

normatif yurudis.  

 

 

E. Kerangka Teoritik 
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 Perkawinan merupakan hubungan antara laki-laki dengan wanita terdiri 

dari unsur internal dan eksternal. Salah satu unsur internal yang sangat 

ditankan  dalam sebuah perkawinan adalah kesiapan masing-masing calon 

pasangan pengantin baik dari segi  fisik maupun mental untuk menjalani 

kehidupan rumah tangga kedepannya. Oleh karenanya di Indonesia, untuk 

menunjukan kesiapan tersebut, hukum mengharuskan adanya batasan umur 

minimal dalam melaksanakan pernikahan bagi setiap pasangan pengantin.
16

 

Sahnya suatu perkawinan adalah ketika memenuhi persyaratan rukun-

rukun perkawinan, selain itu untuk mengesahkan perkawinan harus didukung 

oleh pengurusan administrasi dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan 

perkawinan. Dalam hal ini identitas dan status merupakan salah satu hal yang 

penting dalam urusan administrasi perkawinan. Pasal 24, 26, 27 Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal  71 KHI 

disebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan Pengadilan dengan 

alasan-alasan:
 17

 

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan 

Agama. 

b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketauhui masih 

menjadi isteri pria lain yang mafqud. 

c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari 

suami lain. 

d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan 

sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974. 

e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh 

wali yang tidak berhak. 
                                                           

16
 Ahmad Rajafi, Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia, cet. ke-1 

(Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), hlm. 103.  

17
 KHI, Pasal 71. 
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f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. 

Sedangkan dalam Pasal 72 ayat (2) KHI disebutkan:  

“seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan 

pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya 

perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri 

suami atau istri”
18

 

Aturan di atas adalah mengenai alasan-alasan untuk mengajukan 

pembatalan perkawinan, namun tidak semua orang berhak mengajukan 

pembatalan perkawinan. Adapun pembatalan perkawinan berhak diajukan 

oleh beberapa pihak sebagaimana diatur pada Pasal 23 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 73 Kompilasi Hukum  

Islam (KHI) adalah sebagai berikut:
 19

 

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah 

dari suami atau isteri; 

2. Suami atau isteri; 

3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan 

menurut Undang-undang. 

4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat 

dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan 

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 

67. 

Hal-hal yang menyebabkan batalnya perkawinan selain yang telah 

disebutkan dalam Perundang-undangan hukum di Indonesia, juga terdapat 

dalam hukum Islam sesuai dengan firman Allah SWT: 

وإرا طهقرى انُساء فثهغٍ أجههٍ فأيسكىهٍ تًعشوف أو سشحىهٍ تًعشوف ۚ 

ولا ذًسكىهٍ ضشاسا نرعرذوا ۚ ويٍ يفعم رنك فقذ ظهى َفسه ۚ ولا ذرخزوا آياخ الله 

                                                           
18

 Pasal 72 ayat (2) KHI 

19
 KHI, Pasal 73 
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نكراب وانحكًح يعظكى ته ۚ هضوا ۚ واركشوا َعًد الله عهيكى ويا أَضل عهيكى يٍ ا

واذقىا الله واعهًىا أٌ الله تكم شيء عهي
20

 

Perbuatan pemalsuan identitas merupakan perbuatan yang melanggar 

hukum. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian yang dapat dialami oleh 

pihak suami maupun istri yang merasa ditipu, akibatnya dapat 

menyebabkan terjadinya keretakan dalam rumah tangga dan pengaruh 

yang buruk kepada anak. Hal ini menyebabkan timbulnya kemadaratan 

yang begitu besar. dalam hukum Islam tidak menghendaki  kemudaratan, 

maka kemudoratan harus dihilangkan sebagaimana bunyi kaidah 

fiqhiyyah; 

انضشسيضال
21  

Pembatalan perkawinan ini pada dasarnya dilandasi oleh 

kemaslahatan, walaupun dalam hal ini ada yang dirugikan yaitu salah satu 

pihak yang perkawinannya dibatalkan. Prinsip hukum Islam dalam hal ini 

antara ketentuan yang mencegah atau menghilangkan kemadaratan lebih 

didahulukan dari pada menghasilkan kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan 

kaidah fiqhiyyah; 

دسءانًفاسذيقذو عهى جهة انًصانح
22  

                                                           
20

 Al-Baqarah (2): 231. 

21
 Asymuni A. Rahman, Qaidah-Qaidah Fiqhiyah (Qowa’idul Fiqhiyyah), cet. ke-

1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 13. 

22
 Ibid., hlm. 29. 
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Dengan demikian akan menimbulkan dua mafsadat yang saling 

bertentangan antara membolehkan poligami yang tidak sah dengan 

membatalkan perkawinan tersebut, untuk itu harus dicermati antara dua 

mafsadat itu yang lebih ringan mudaratnya. Maka dalam hal ini tentulah 

dipilih yang lebih ringan mudaratnya, sebagaimana kaidah fiqhiyyah; 

23اٌ سوعي اعظًهًا ضشساتاسذكاب اخفهًاارا ذعاسض يفسذذ
  

Mengacu dari kaidah di atas, maka membolehkan poligami yang 

tidak sah lebih berat mudaratnya bila dibandingkan dengan membatalkan 

perkawinan tersebut. Dalam hal ini pihak yang merasa ditipu merasa tidak 

memperoleh hak-haknya seperti yang telah ditentukan oleh syara’ dan 

batinnya tertekan karena telah dikhianati. 

Kemaslahatan umat merupakan tujuan yang sebenarnya dari 

penegakkan hukum, dalam rangka untuk terbentuknya jaminan keadilan 

serta membentuk ketentraman di dalam masyarakat secara menyeluruh. 

Menurut Abdul Wahab Khallaf, bahwa masyarakat terbagi atas dua 

macam, Pertama kemaslahatan yang terlihat jelas ditunjukan oleh nash 

dan disebut maslahah al-mu’tabarah, dan Kedua maslahat yang tidak 

disandarkan kepada petunjuk nas secara langsung dan tidak melarangnya 

tetapi dasar kemaslahatannya adalah kepentingan umum. Maka yang ini 

merupakan kemaslahatan yang disebut dengan maslahah al-mursalah.
24

 

                                                           
23

 Ibid., hlm. 30. 

24
 Abdul Wahab Khallaf, Ilm Usul al-Fiqh, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 

84-85. 
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Para ahli hukum berpendapat bahwa tipe perkawinan hanya dapat 

dinyatakan  dibatalkan, setelah di keluarkannya keputusan hakim atas 

dasar-dasar yang diajukan oleh penuntut yang ditujukan untuk undang-

undang.
25

  Putusan pengadilan merupakan putusan tahap akhir, apakah 

perkawinan tersebut dibatalkan atau tetap dilanjutkan, tentunya melalui 

pertimbangan kemaslahatan yang dilakukan oleh hakim. Maka dalam 

putusan hakim yang benar tentunya akan memenuhi 3 (tiga) aspek. Tiga 

aspek tersebut yaitu: memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, dan 

manfaat bagi para pihak dan masyarakat.
26

  

Berdasarkan teori-teori di atas, maka penulis mencoba untuk 

menganalisis permasalahan yang terdapat pada perkara pembatalan 

perkawinan terkait dengan terjadinya penipuan dengan kasus yang spesifik 

yakni pemalsuan identitas yang berimbas terhadap terjadinya poligami. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini 

penulis uraikan sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian 

penelitian pustaka (library research), yakni jenis penelitian yang 

datanya diproses dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka. Adapun 

data yang digunakan ialah Putusan Pengadilan Agama Sleman tentang 

                                                           
25

 Komariah, Hukum Perdata, cet, ke-4 (Malang: UMM Press, 2005), hlm. 49.   

26
 A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama, cet. Ke-9 

(Yogyakarta: Pusat Pelajar, 2017), hlm. 35.   
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perkara pembatalan perkawinan Nomor: 548/Pdt.G/2016/PA.Smn dan 

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 

58/Pdt.G/2016/PTA.Yk yang menolak gugatan penggugat yang 

dikabulkan oleh Pengadilan Agama Sleman tentang pembatalan 

perkawinan karena pemalsuan identitas. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat Penelitian ini adalah penelitian normatif, praktis dan 

preskriptif
27

 yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan 

mempelajari tujuan hukum, nilai keadilan, validitas aturan hukum, dan 

norma-norma hukum yang diterapkan majelis hakim dalam 

memutuskan perkara Nomor: 548/Pdt.G/2016/PA.Smn serta perkara 

Nomor: 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk. 

3. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Normatif, yaitu cara mendekati masalah yang 

diteliti berdasarkan pada teks Al-Qur’an, Hadis, Kaidah 

Ushul Fikih atau Kaidah Fikih serta pendapat para ulama 

yang berkaitan dengan perkawinan dan pembatalan 

perkawinan. 

b. Pendekatan Yuridis,  yaitu cara mendekati masalah yang 

akan diteliti berdasarkan semua aturan perundang-undangan 

yang berlaku di Indonesia, yang mengatur tentang masalah 

Peradilan Agama, perkawinan dan pembatalan perkawinan.   

                                                           
27

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana bekerjasama 

dengan Prenada Media Grup, 2006), hlm. 22.   
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4. Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber 

data primer dan sekunder. 

a. Sumber primer yaitu bahan hukum berupa buku, jurnal, 

perundang-undangan dan berkas perkara Putusan Pengadilan 

Agama Sleman Nomor:548/Pdt.G/2016/PA.Smn dan putusan 

Pengadilan Tinggi Agama Nomor: 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk. 

b. Sumber Sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil 

wawancara (Interview) dengan hakim di Pengadilan Agama 

Sleman perkara Nomor: 548/Pdt.G/2016/PA.Smn dan hakim 

di Pengadilan Tinggi Agama yang menolak gugatan 

penggugat yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Sleman 

tentang pembatalan perkawinan dalam perkara 

Nomor:58/Pdt.G/2016/PTA.Yk.  

5. Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu cara untuk menganalisa, 

mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga 

dapat diambil kesimpulan yang konkret tentang permasalahan yang 

diteliti.
28

 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu  metode analisis kualitatif, dengan menggunakan alur berfikir: 

                                                           
28

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Perenanaan: suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1998), hlm. 205. 
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a. Induktif,
29

 yaitu metode analisis data dari hal-hal yang 

bersifat khusus kepada hal-hal bersifat khusus. Melalui 

metode ini, terlebih dahulu dipaparkan mengenai pembatalan 

perkawinan untuk diinterpretasikan sehingga dapat 

menemukan pertimbangan hukum majelis hakim dalam 

memutus perkara Nomor: 548/Pdt.G/2016/PA.Smn serta 

perkara Nomor: 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk. 

b. Deduktif,
30

 yaitu metode analisis data dari hal-hal yang 

bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Melalui 

metode ini, dapat dianalisis apakah majelis hakim dalam 

memutus perkara perkara Nomor: 548/Pdt.G/2016/PA.Smn 

serta perkaraNomor: 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk sesuai dengan 

aturan normatif - yuridis atau belum. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sitematika pembahasan penyusun tulis secara sistematis dan saling 

berkaitan antara bab pertama dengan bab selanjutnya dengan sistematika 

pembahasan sebagai berikut: 

Pembahasan Bab satu berisi tentang pendahuluan yang dimaksudkan 

untuk mendeskripsikan pembahasan secara menyeluruh dan ringkas, 

sebagai pengantar untuk memahami arah penulisan skripsi. Pada bab ini 

terdiri dari latar belakang masalah yang diteliti, kemudian permasalahan-

                                                           
29

 Sutrinso Hadi, Metodologi Research II (Yogyakarta: Abdi Offset, 2004), hlm. 

12.   

30
 Ibid., hlm. 17.   
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permasalahan tersebut diangkat dalam suatu rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, 

serta sistematika pembahasannya. 

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang pembatalan perkawinan. 

Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman teori yang 

benar terhadap permasalahan yang diteliti, yaitu sebuah pembatalan 

perkawinan. Bab ini terdiri dari lima subbab bahasan yaitu: Pertama, 

tinjauan umum perkawinan yang terdiri dari: pengertian perkawinan, 

hukum perkawinan, tujuan perkawinan, dan syarat dan rukun perkawinan. 

Kedua, pembatalan perkawian. Ketiga, faktor-faktor penyebab terjadinya  

pembatalan perkawinan. Keempat, prosedur  pembatalan perkawinan.  

Dan Kelima, akibat dari pembatalan perkawinan.   

Bab ketiga berisi gambaran umum tentang putusan Pengadilan 

Agama Sleman Nomor: 548/Pdt.G/2016/Pa.Smn serta putusan Pengadilan 

Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk. Pembahasan 

bab ini dimaksudkan untuk memaparkan data lapangan yang menjadi 

objek/sumber primer penelitian dan juga memaparkan mengenai instansi 

yang mengeluarkan data tersebut. Bab ini terdiri dari tiga subbab bahasan 

yaitu: Pertama, gambaran umum putusan Nomor: 548/Pdt.G/2016/Pa.Smn 

serta Nomor: 58/Pdt/G/2016/PTA.Yk. Kedua, Pertimbangan hukum 

putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 548/Pdt.G/2015/PA. Smn. dan 

Ketiga, Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Agama 

Yogyakarta Nomor: 58/Pdt.G/2016/ PTA.Yk. Bab keempat berisi Analisis 
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normatif-yuridis terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan 

Agama Sleman Nomor: 548/Pdt.G/2016/PA. Smn serta putusan 

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk 

tentang Pembatalan Perkawinan. Pembahasan bab ini merupakan analisis 

terhadap data dengan menggunakan metode penelitian dan kerangka teori . 

Bab ini terdiri dari dua subbab bahasan yaitu: Pertama, analisis terhadap 

pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 

43/Pdt.G/2015/PTA.Yk dan Kedua, analisis terhadap pertimbangan hukum 

putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 

58/Pdt.G/2016/PTA.Yk. 

Bab kelima berisi penututp yang merupakan akhir dari isi penelitian 

ini serta saran-saran kedepannya. Bab ini terdiri dari dua subbab bahasan 

yaitu: pertama, kesimpulan sebgai jawaban atas pokok masalah yang ada 

di bab pertama dan kedua, saran-saran untuk sekedar masukan bagi pihak-

pihak yang terkait perkara ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah penyusun jelaskan secara menyeluruh pada 

bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan perkara nomor: 

548/Pdt.G/2016/PA. Smn, menggunakan dasar hukum berupa Pasal 2 

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, 

Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 73 KHI, Pasal 

9 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 37 PP No. 9 Tahun 

1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan, Pasal 71 hurf a Inpres No 1 

Tahun 1991, Pasal 52 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 

2007 Tentang Pencatatan Nikah dan Pembatalan Perkawinan, dengan 

pemtimbangan bahwa perkawinan antara almarhum ayah Penggugat 

dengan Tergugat I telah terbukti melakukan poligami tanpa izin 

Pengadilan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan 

Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara Nomor: 58/Pdt.G/PTA.Yk 

yang menolak gugatan Penggugat serta membatalkan putusan Pengadilan 

Agama Sleman Nomor: 58/Pdt.G/2016/ PA.Smn karena yang menjadi 

alasan dasar gugatan Penggugat tidak terbukti.  

2. Pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat banding dalam 

perkara Nomor: 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk yang membatalkan putusan 
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Majelis Hakim tingkat pertama perkara Nomor: 548/Pdt.G/2016/PA.Smn 

tentang gugatan pembatalan nikah secara normatif sudah sesuai dengan 

ketentuan hukum Islam karena perkawian tersebut tidak melanggar rukun 

dari perkawian, dan pembatalan perkawinan menurut  ini tidak 

diperlukan lagi karena perkawinan antara alamarhum ayah Penggugat 

dengan Tergugat I sudah berakhir dengan meninggalnya suami 

(almarhum ayah Penggugat). Sedangkan mengenai yuridis sudah sesuai 

dengan hukum formil dan materil peradilan agama yang berlaku, karena 

dasar alasan Penggugat untuk membatalkan perkawinan tersebut tidak 

terbukti. 

 

B. Saran 

Saran penulis berdasarkan penelitian dapat diperhatikan beberapa hal yaitu :  

1. Pemerintah hendaknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat 

khususnya berkaitan dengan hukum perkawinan agar masyarakat 

memahami aturan dalam hukum perkawinan serta tidak melakukan  

pelanggaran perkawinan dan poligami liar. Agar tidak menyebabkan 

permasalahan dikemudian harinya. 

2. KUA sebagai lembaga berwenang diharapkan lebih telit dan rinci dalam 

melakukan pemeriksaan adminsitrasi perkawinan. 
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3. Aparatur negara, seperti Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa,  dan Kantor 

Urusan Agama harus melakukan koordiasi yang baik dalam melakukan 

pemeriksaan adminstratif suatu perkawinan agar lebih teliti, dan cermat.  

4. Bagi masyarakat pada umumnya dihimbau agar dalam melakukan 

perkawinan yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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